
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

NOMOR  032  TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT  

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Menimbang:   a.  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 
pembangunan di Kalimantan Selatan yang 

berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang 
kondusif, terutama dalam kehidupan beragama yang 
memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan 

berperan serta dengan baik; 

b. bahwa iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana 
lingkungan terbebas dari berbagai gangguan ketenteraman 

dan ketertiban; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan 
Pengawasan Aliran Sesat di Provinsi Kalimantan Selatan; 

 

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang                

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4557); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4558); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 

Pendirian Rumah Ibadat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan 
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah 
Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 51); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga 
Keagamaan di Indonesia; 

18. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 

Kepercayaan Masyarakat; 

19. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-

033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang 
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau 
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan 

Warga Masyarakat; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44); 
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21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 
Nomor 63); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN 
KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN. 
 
 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan. 

6. Kegiatan keagamaan adalah kegiatan berupa penyebaran faham atau bentuk 

lainnya yang berisi tentang ajaran agama. 

7. Masyarakat adalah masyarakat yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

8. Pembinaan kegiatan keagamaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah bersama instansi terkait untuk mewujudkan tercapainya kerukunan 

kehidupan umat beragama. 

9. Pengawasan aliran sesat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
bersama instansi terkait  untuk menjamin agar kerukunan kehidupan umat 

beragama dapat berjalan secara harmonis, saling menghormati, dan saling 
percaya. 
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10. Aliran sesat adalah faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu 

ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama 
yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan 
pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan.  

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  2 

Dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam 
kehidupan beragama, kegiatan keagamaan harus dapat menumbuhkembangkan 

keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara 
umat beragama. 

 

 Pasal  3 

Setiap kelompok masyarakat/perkumpulan yang baru dibentuk, sebelum melakukan 
kegiatan yang melibatkan masyarakat harus memberitahu kepada Aparat 
Desa/Lurah. 

 

 

BAB  III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal  4 

(1) Pembinaan kegiatan keagamaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 

melibatkan seluruh unsur masyarakat. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan unsur 

Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan masing-masing majelis 
agama yang bersangkutan. 

 

 

BAB  IV 

LARANGAN 

Pasal  5 

(1) Setiap kegiatan keagamaan dilarang berisi hasutan, penodaan, penghinaan 
dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang 

dianut di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan gangguan, ketenteraman, dan 
ketertiban masyarakat. 

(2) Setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau ikut membantu 
menyebarluaskan aliran sesat. 
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BAB  V 

PENANGANAN 

Pasal  6 

 

(1) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah 

Daerah wajib menghentikan kegiatan tersebut. 

(2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai 
aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) untuk agama Islam dan untuk agama lain dari majelis agama 
yang bersangkutan. 

 

 

BAB  VI 

SANKSI 

Pasal 7 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan teguran secara tertulis terhadap pelaku 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Apabila setelah mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya teguran masih tetap 
melakukan kegiatan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

BAB  VII 

PELAPORAN 

Pasal  8 

Setiap orang apabila mengetahui adanya aliran yang diduga sesat, berkewajiban 
untuk melaporkan kepada aparat Kepolisian dan instansi yang berwenang lainnya, 

serta tidak bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB  VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

                                                  Ditetapkan di Banjarmasin 

                                                  pada tanggal  25 Mei 2016                       
 

                                               GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
                                                                                          ttd 

                                                                     H. SAHBIRIN NOOR 
 
 

 
Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 25 Mei 2016      
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

       KALIMANTAN SELATAN, 

                       ttd 
 

        MUHAMMAD ARSYADI 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

TAHUN 2016 NOMOR 32 
   


